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SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATf,N PEMALANG

NOMOR : lNIPP.0l.2-Kptt3327 IKPU -KtbIIXl 2019

TENTAI\G

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHLTN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMTJM KABUPATEN PEMALANG,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 hurufb dan

d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati dar/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pemalang tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pemalang Tahun 2020

; l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman

86-92):,

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan Alas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahu 20ll Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5l 89);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratruan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.
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6. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 201I tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor l0 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,

Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 201 6 tentang

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dzm Tata Kerja Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaterl/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peratumn Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/l(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191 1);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

l4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil

Walikota Tahun 2020 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 905);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/11K.03.1-

Kpt/04/lGUNl20l9 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean

Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Komisi Pemilihan Umum Provinsi,/Komisi lndependen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 971PP.01.2-BN02lKpu-Kab/l)u2019 Tanggal 26 September 2019

Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Propgam Dan Jadwal

Penyelengaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2O2O

Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Menetapkan Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggariuili. Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABI]PATEN PEMALAIIG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

E [S[

RX
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 100/PP.01.2-Kptl3327 lKPU -Kabtlx/ 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHLN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHI.]N 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan

sekaligus sebagai pedoman penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU

Kabupaten Pemalang perlu menetapkan tuhupur,, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Taturn 2020.

B. MAKSUDDANTUruAN
I . Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemalang Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah

Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

C. RUANGLNGKUP
Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pemalang Tatrun 2020, meliputi;
1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020

2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020

D. PENGERTIAN UMUM
l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

Pemalang masa j abatan2020 -2024.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

2019 yang mencalonkan Pasahgan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
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undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten4(ota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau/kelurahan.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok

yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan

suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang

diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya

pemungutan suara untuk Pemilihan.

12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEYELENGGARAAN PEMILIHAN
Dalam penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil, dengan berpedoman pada asas :

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

l. efektifitas; dan

m. aksesibilitas.
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BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENCGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada tahapan, program dan

jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. Tahapan Pemilihan, terdiri atas :

a. Tahapan persiapan, :

l. Perencanaan program dan anggaran;

2. Penyusruran dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NIPHD);

3. penlusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

4. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;

5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;

6. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;

7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan

8. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;

b. Tahapan Penyelenggaftun :

l. Pencalonan, terdiri atas:

a. Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan

b. Pendaftaran Pasangan Calon;

2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

3. Masa kampanye:

a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye

kepada umum, pemasangan alat peraga kampanyen dan/atau kegiatan lain;

b. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;

c. Kampanye melalui media mas4 cetak dan elektronik; dan

d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;

Laporan dan audit dana kamPanYe;

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

Pemungutan dan penghitungan suara;

Rekapitulasi hasil penghitungan suara;

8. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

9. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan

Hasil Pemilihan (PHP);

10. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

ll. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah

Konstitusi;

12. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan

13. Evaluasi dan PelaPoran.

2. Rincian tahapan, progam, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana dimaksud pada angka I tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

3. KPU Kabupaten Pemalang menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil

Bupati apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan'

bencana alam, atau gangguann lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat

dilaksanakan.

4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi :

a. Sampai pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan

Wakil BuPati Pemalang;

4.

5.

6.

7.
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Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat I (satu) Paslon atau tidak ada Paslon

yang mendaftar;

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat

l(satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;

e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dengan I (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau

dikenai saksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemalang.

5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berpedoman

pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal

Wnanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Walikota dan

Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acwur,bagi penyelenggara dan pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT KOMIST PEMILIHAN UMUM

b.

d.

ATEN PEMALANG
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN PEMAI.ANG
NOMOR : 1oo/PP.o1.2-Kpt/s327 /KPU-Kab lrx I 2019
TEI.ITANG
TA}IAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEI.IYELENGGARAAN
PEMILI}IAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMAI.ANG
TAHUN 2O2O

RINCIAIT TAHAF/IIT, PROGRTU DAIT JADWAL PENIYBT,EITGGARAAIT PEUILIIIAIT BI'PATI
DAIC WANIL BT'PATI PtsXAI,AIIG TIII 

'f, 
2O2O

NO KEGIATAN

JADWAL

AKHIR

I PERSIAPAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 3O Scptcrnbcr 20l9

a. Pen5rusunan dan penardatangarar naskah pe{anjian hibah
daerah

0l Oktober 2o 19

b. Pengelolaaa program dan anggaran setelah
penandatanganan
naskah pela.njia.n

hibah daerai

3 (tiga) bulan setclah
p€ngusulan p€ngesahar

pengangkatan

2. PENYUSUNAN PERATURAN PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN 31 Agustus 2O2O

Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan salirpai dengan tahapan
penetapan pasangart

calon terpilih

3. PERENCANAAN PETIYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENE'TAPAN
IATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANMN PEMILIITAN

3l ASustus 2O2O

SOSTALISASI KEPADA MASYARAXAT 0l NovcrDber 2019 22 September 2020

PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEI..YELENCGARA PEMILIHAN Ol November 2019 22 September 2020

4. PEMBEMUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

a. Pembentuka! PPK, PPS, dar KPPS

1) PPK 01 Januari 2020 31 Januari 2020

2) FFS 21 Fcbruari 2o2o 21 Malct 2O2O

3) KPPS 2l J\ni 2O2O 21 Agustus 2O2O

b. Maea kerja PPK, PPS, dan KPPS

l) PPK 0l Februari 2O20 23 November 2020

2l PPS 23 Maret 2020 23 November 2020

3) KPPS 23 Agustus 2o2o 30 September 2020

Pembentukan dan masa ketja PPDP

1) Pembentuka.n 16 April 2020 29 April2O2O

2) Masa kerja 17 April2O2O 16 Mei 2O2O

5. PEMBENTUKAN PANITI.A PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANTNA
PENCAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGTITAN SUARA

Sesuai jadwal yang ditetapkan oteh Badar
Pen6awas Pem.ilihan Umum

c.
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NO KE(iIATAN
JADWAL

AKTIIR

6. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMAI.ITAU PEMILIHAN

a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Ol November 2019 16 September 2O2O

b. Pendafta-ran Pelaksana survei atau jajak pendapat 01 November 2019 23 Agustus 2020

Pendaftaral pelaksana penghitungan cepat 01 November 2019 23 Agustus 2O2O

7. PEI.IYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

a. Penerimaan DP4 20 Februari 2020 23 Februari 2O2O

b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Teralhir dengan
DP4

24 Februari 2O2o 22 Maret 2O2O

c. Penyampaiaa Hasil Sinlronisasi Kepada KPU kovinsi dan KPU
Kabupaten Pemalang

23 Maret 2O2O 26 Marel2O2O

d. Pengumuman Hasil Sinlaonisasi DP4 dengan DPI Terakhir 27 Maret 2O2O 27 Maret 2O2O

a. PEMUTAKHIRAN DAN PEI.IYIJSUNAN DAFTAR PEMILIH

a. Penlrusunan Daftai Pemilih oleh KPU Kabupaten Pemalang dan
penyarnpaian kepada PPS

27 Maret 2O2O 16 April 2O2O

b. Pemutakhiran:

1) Pencocokan dan penelitian 1,7 Ap 2O2O 16 Mei 2O2O

2) PenJ,usunan daftai pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS 10 Mei 2020 30 Mei 2O2O

3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat
desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftai pemilih
hasil pemutakhiran ke PPK

31 Mei 2020 02 J,uni 2O2O

4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhirar tingkat
kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU
Kabupaten Pemalang

03 Juni 2020 04 Juni 2020

5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutalhiran tingkat
Kabupaten Pemalang untuk ditetapkan sebagai DPS

O5 Juni 2o2o 14 Juni 2O2O

6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Pemalang kepada PPS

melalui PPK
15 Juni 2O2O 18 Juni 2020

7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS l9 Juni 2020 28 Juni 2o2o

8) Perbaikan DPS oleh PPS 24 Juni 2O2O 03 Juli 2O2O

e) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat
desa/ kelurahan kepada PPK

O4 Juli 2020 06 Juli 2O2O

10) Rekapitulasi dan penyampaiar DPS hasil p€rbaikan tingkat
kecamatan kepada KPU Kabupaten Pema.lang

07 Juli 2020 16 Jttli 2O2O

11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten
untuk ditetapkan sebagai DPI

17 Jrtl\ 2O2O la JUI 2020

b) Penyampaian DPI kepada PPS 19 Juli 2020 28 J.uli 2o2o

c) Pengumuman DPT oleh PPS 1 Agustus 2O2O 22 S,epternber 2O2O

c,
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II, PENYELENGGARAAN

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaiatan dan
persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi
DPT Pcmilu/Pcmilihan temkhir

26 Oktober 2019 26 Oktober 2019

b. Pengumuman syarat minimal dukungan 25 November 2Ol9 08 Desember 2019

c. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pemalang:

1) Penyeraian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan
Watil Bupati Pemalang kepada KPU Kabupaten Pemalang

1l Desember 2019 5 Maret 2020

2l Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran I I Desember 2019 14 Maret 2O2O

3) Penelitian administrasi

a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen
identitas

l5 Maret 2O2O 28 Marel 2O2O

b) Analisis dukungar ga-nda dan pengecekan data dukungan
dalam DPT dan/atau DP4

29 Maret 2O2O 11 Aprit 2O2O

4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi 12 Apil2O2O l3 April 2O2O

s) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon
Bupati dan wakil Bupati Pemalang kepada KPU Kabupaten
Pemalang

27 Apil2O2O 29 Apil2O2O

6) PeneLitial jumlah minimal perbaikan dukungan darr sebaran 27 ApriI2O2O 03 Mei 2O2o

7l Penelitian administrasi perbaikan

a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan
dokumen identitas

04 Mei 2O2O 10 Mei 2020

b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan
dalam DPI dan/atau DP4

11 Mei 2o2O 17 Mei 2O2O

c) Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon
Bupati dan walil Bupati Pemalang kepada PPS

18 Mei 2O2O 25 Mei 2O2O

d) Penelitial faktual di tingkat desa/kelurahan 19 Mei,2O2O 08 Juni 2020

e) Rekapitulasi di tingkat kecamatan O9 Juni 2O2O 11 Juni 2O2O

! Rekapitulasi di tingkat kabupaten 12 Juni 2O2O 14 Juni 2O2O

1 PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CAI,ON 16 Juni 2O2O 18 Juni 2O2O

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON 16 Juni 2020 18 .Irrni 2020

PENELITIAN PERSYARATAN CALON

a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan
oleh Partai Potitik dan Gabungan Partai Politik

16 Juni 2O2O 18 Juni 2O2O

b. Penelitian s,yarat dukungan untuk Pasangan Calon Pers€orangan l6 .Iuni 2O2O 18 Juni 2O2o

c. Pengumuman dokumen syarat Pasargan Calon di laman KPU
untuk memperoleh tangg]apa7l da, masukan masyarakat

16 Juni 2020 20 J\ni 2O2O

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
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d. Talggapan dan masukal masyarakat 16 Juni 2O2O 20 J]u.I]i 2O2O

e. Pemeriksaan kesehatan 16 Juni 2O2O 23 J.uIr1, 2O2O

t. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 23 Juni 2o2o 24 J\ni 2O2O

Penelitia-n syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan
Calon Perseorangan

18 Juni 2O2O 24 Juni 2O2O

h. Pemberitahuan hasil penelitian 25 Juni 2O2O 26 J.-r,ri 2O2O

l_ Penyerahan perbaikarr syarat Calon dari Partai Politik/gabungan
Partai Politik dan perseorang.rn

25 Juni 2020 O1 Juli 2O2O

J. Pengumuman dokumen perbailan syarat Pasangan Calon di laman
KPU

25 Jru.ni 2O2O 04 Juli 2O2O

k. Penelitian perbaikal syarat calon O1 Juli 2O2O 07 Juli 2020

4. PENETAPAN PASANGAN CALON

Penetapan Pasangan Calon 08 Juli 2O2O 08 Juli 2O2O

b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon 09 Juli 2O2O 09 Juli 2O2O

c. Sengketa tata usaia negara Pemilihan 13 Juni 2O2O 24 Agustus 2O2O

1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Palwas
Kabupaten

Pating lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusar
KPU Provinsi darl KPU Kabupaten/Kota
ditetapkan

2l Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
pemberitahual kekuranglengkapan permohonan

3) Penyelesaian sengketa dan putusan Paling lama 12 (dua belas) hari ke{a sejak
diterimanya permohonan

4l Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

s) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan Paling lama 3 (tiga) hari kela sejak diterimanya
gugatan oleh PI TUN

6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) ruemeriksa dan
memutus gugatan

Paling lama 15 flima b€las) hari kerja sejak
gugatan dinyatakan lengkap

7l KPU Kabupaten Pema.lang wajib menindaklanjuti putusa! Pl
TUN

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan Pl
TUN sepa.njang tidak melewati 30 (tiga puluh)
Hari sebelum haii pemungutan suara

8) Kasasi di Ma}kamah Agung (MA) Pating lama 5 (lima) hari ke{a sejak
diterbitkannya putusan PT TUN

e) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi Paling lama 2O (dua puluh) hari kerja sejak
permohonan kasasi diterima

10) KPU Kabupaten Pemalang wajib menindaklanjuti putusan MA Paling tama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA
sepanjang tidak melewati 30 (tiga putuh) Hari
sebelum hari pemungutan suara

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
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5. PI),AKSANAAN KAMPANYE

Masa Kampanye 1 1 Juli 2O2O 19 September 2020

1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,
penyebaran bahai kampanye kepada umum, pemasangan
alat peraga, dan/atau kegiatan lain

I I Juli 2O2O 19 September 2O2O

2l Debat publik/terbuka antai Pasangan Calon 1 1 Juli 2O2O 19 September 2O2O

3) Kampanye melalui media masa, cetak dart elekronik 06 September 2020 l9 September 2020

4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga 20 September 202O 22 Septenbet 2o2O

b. l,aporan darr Audit Dana Kampanye

1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (tADK) 1O Juli 2O2O I o .hrli 2O2O

2) Pengumuman penerimaan LADK 1l Juli 2O2O l1Jruli2O2O

3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK)

15 Agustus 2O2O 15 Agustus 2020

4l Pengumuman penerimaan LPSDK 16 Agustus 2020 16 Agustus 2O2O

s) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK)

20 September 2O2O 20 septernber 2O2O

6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan hlblik (KAP) 2l September 2O2O 21 September 2O2O

7) Audit LPPDK 2l September 2020 05 Oltober 2020

8) Penyarnpaian hasil audit LPF'DN kepada KPU Xabupaten
Pekalongan

06 Oktober 2O2O 06 Okober 2O2O

e) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 07 Oktober 2O2O 09 Oktober 2O2O

to) Pengumuman hasil audit 07 Oktober 2020 09 Olftober 2O2O

6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara

1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan
penghitunga! suara

l5 Juni 2020 24 Agustus 2020

2) Produksi da]:r pendistribusian perlengkaPan pemungutan dan
penghitungan suara

19 Juli 2O2O 22 Septernber 2O2O

b. Pemungutan suaia

1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk menilih
di TPS

14 September 2O2O 20 September 2O2O

2) Pemungutan dan penghitungat-r sua-ra di TPS 23 September 2O2O 23 Septenber 2O2O

3) Pengumuma! hasit penghitungan suara di TPS 23 September 2O2O 27 September 202O

4l Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman
KPU oleh KPU Kabupaten Pemalang

23 September 2020 25 September 2020

s) penyampaiaa hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS

di TPS

23 September 2O2O 23 September 2O2O

6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di
desa/kelurahan

23 September 2O2O 29 September 2O2O

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
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7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITUI-ASI HASIL PENGHITUNCAN
SUARA

Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada
PPK

23 S€pt€mber 2O2O 24 September 2O2O

b_ Rekapitulasi hasil penghitungan suaia tingkat kecarnatan oleh PPK 24 September 2O2O 28 September 2O2O

c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui Laman
KPU oleh KPU Kabupaten Pemalang

24 September 2020 29 September 2020

d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
Kecamatan kepada KPU Kabupaten Pemalang

28 September 2020 30 September 2O2O

e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan
suara tingkat kabupaten.

29 September 2O2O Ol Oktober 2020

f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui
laman KPU oleh KPU Kabupaten Pemalang

29 Scptember 2O2O O2 Oktober 2O2O

8. PENETAPAN CALON TERPILIH

Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Eh:pat Pemalang Terpilih
tanpa permohonan perselisihan hasil Pemiliha-n

Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah
Konstrtusi secara resmi memberitahukan

permohonan yang teregistrasi dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

9. PEIryELESAIAN PEI.ANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILITIAN Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaiatr
sengketa di Mahkamah Konslitusi

Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mal*amah
Konstitusi

Paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan
penetapan putusan dismissal atau putusa,

Mahkamah Konstitusi diterima oteh KPU

10. PENGUSUI,AN PENGESAHAN PENGANGKATAN CAI'N BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMAI-ANG TERPILIH

l) Tidak ada permohonan PHP Paling laJDa 3 (tiga ) hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud

ddam argka a

2l Ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapar
pasangan calon terpilih pasca putusan

Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 9

EVALUASI DAN PET,APORAN TA}IAPAN

r) Tidak ada permohonan PHP Paling lama 2 @ulan) bula-n peagusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon
terpilih seb.gaim2la dimaksud angka 10

angka I

2) Ada permohonan PHP Paling lama 2 (bulan) bulan pengusular
pengesahan p€ngangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud angka 10

an'g]<a 2

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2019
KETUA KOUI$ PEUILIHAIT UUUU

KABT'PATET PEUALI\ITG,

ttd
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Salinan sesuai dengan aslinYa
ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM#

7"\' -/*,

,TEN PEMALANG

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang


